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Nomor 1434/Pdt.G/2022/PA.Sdn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pati, 12 Mei 1985, umur 37 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pati, 20 Desember 1979, umur 42 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 1434/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : xxx, tertanggal 7 Mei 2007;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun
dan sampai pisah rumah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
anak usia 14 tahun;

3. Bahwa sejak bulan November tahun 2019 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat
suka minum-minuman keras, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka
bermain judi, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat
untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

4. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Mei tahun 2022 terjadi
pertengkaran masalah yang sama yaitu, Tergugat suka minum-minuman
keras, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka bermain judi, hingga
akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan
Tergugat, hingga Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah tambak di
Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung
Timur, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan
Mei tahun 2022 sampai saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak/Ilbu Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 dengan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., namun mediasi tidak
berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan
surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita 1dan
2 sedangkan untuk posita selainnya Tergugat menolaknya serta memohon
Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk
Kependudukan xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas
kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 27
Januari 2013, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah
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dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur, tanggal 07 Mei 2007, bukti surat tersebut
telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti
P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda ldentitas Nomor xxxx yang aslinya
dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan
Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 7 Juli 2007, bukti surat
tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
(kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. saski 1 P, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat
tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah paman
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun setahun yang terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka
minum-minuman keras dan berjudi;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang
bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 2 (dua) bulan yang lalu ini;

-Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
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2. Saksi 2 P, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat
tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah sepupu
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan ini;

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat suka mabuk terutama saat di tempat hiburan
orang hajatan;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan
Tergugat sedang bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

-Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan
2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SASKI 1 T, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat

tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;
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-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur
sampai dengan mereka berpisah ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

-Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sebulan ini rumah tangga
mereka ada masalah;

-Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat katanya
soal nafkah tapi setahu saksi Tergugat memberi nafkah
Penggugat tapi tidak tahu berapa, masalah minum minuman keras
memang Tergugat pernah minum tapi tidak sampai mabuk;

-Bahwa justru dulu pernah ada masalah dari Penggugat yang
berselingkuh dengan tetangganya yang bernama Mustofa tapi
Tergugat sudah memaafkan masalah itu;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal serumah,
Tergugat masih pulang ke rumah kediaman bersama untuk ganti
baju sedangkan soal tidur saksi tidak tahu karena memang

Tergugat bekerja menjaga tambak jadi sering tidur di tempat kerja;

2. SAKSI 2 T, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat
tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah sepupu Penggugat,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur
sampai dengan mereka berpisah ;
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-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

-Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan baik dan rukun, tidak ada masalah, Tergugat bekerja dan
memberi nafkah Penggugat setiap harinya;

-Bahwa memang dulu Penggugat yang pernah berselingkuh
dengan tetangganya, bahkan ketangkap basah oleh Tergugat
namun Tergugat telah memaafkan;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal serumah,
bahkan kalau anak Pengugat dan Tergugat yang dipondok
pesantren pulang libur setiap hari Jumat Tergugat yang
menjemputnya dan mereka sekeluarga masih tidur serumah;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap
keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan
Penggugat untuk ditolak;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan

tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat, masing-masing secara in person hadir menghadap di
persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan

oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum
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perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing mengajukan
gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a)
angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute
competentie);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini
yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat,
Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), maka
Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara a quo (relative
competentie);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg
juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan
saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya
bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim
telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan
proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 154 R.Bg. Berdasarkan laporan dari
mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., mediasi antara Penggugat dan Tergugat
telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagaian yakni sekalipun
Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun
Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang sebagian
tuntutan hukum. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi
Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian adalah sejak bulan November tahun 2019 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka
minum-minuman keras, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka bermain
judi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak Mei tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan
Penggugat dan menolak dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran,
penyebab serta dalil adanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab, Penggugat tetap
sebagaimana gugatannya sedangkan Tergugat tetap sebagaimana
jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang
kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan
sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,
dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya
perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara
berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka quod est Pasal
283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) yang
berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta
kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bantahan atau
penolakan Tergugat tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap
orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dengan
mengemukakan berbagai alasan. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan
ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu
pihak, tetapi kepada menemukan fakta, apakah rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus serta saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana
dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan

tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap

keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup

rukun kembali dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di
persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan
penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti
(P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang
(vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup,
sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea
Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Materai juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,
bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan sempurna
(volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat lainnya bermaterai
cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif
Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan
Bea Materai juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea
Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti,
bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat formil
namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dibuat oleh
pejabat yang berwenang untuk itu sehingga memiliki kekuatan pembuktian
yang bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan
fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti
tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan
aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan
berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah
terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi
yang membuktikan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi
syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah
sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung
satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga
kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar
mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di
dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang
yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri
telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di
bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama Tergugat yang
menerangkan memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah
namun tidak membenarkan sebab sebagaimana dalil Penggugat, sedangkan
terkait adanya peristiwa perselingkuhan yang dilakukan Penggugat kedua saksi
Tergugat namun hal tersebut sudah tidak lagi menjadi masalah karena Tergugat
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telah memaafkan. Namun terkait dengan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat kedua saksi Tergugat tidak tahu pasti Penggugat dan Tergugat masih
satu rumah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
sejak tanggal 4 Mei 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat suka minum-minuman keras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal
sejak Mei tahun 2022;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk
mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.
ar-Ruum, [21]).

b.
Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,
Juz Il, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:
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Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

C.
Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz |,
halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan.

d.
Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad
Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

Lallial ar 0 punll ol axe gabaiuns Y Loy 293l o] a2g 0l cassl Is]
Al arls Lodlle Logie Dol of wsolill smss Woless il Do

sl

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya
suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang
menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan
rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut
boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan
dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan
hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka
hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Juz VI, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

slindl quas ¥ iz g gl Lnio o) puall gl Gliiall sa 001 aSIll L,
-sug Loaz> axz> gl

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian
dengan alasan syigaq (perselisihan dan pertengkaran) dan
bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk
perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi
terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri),
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sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan
menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i tersebut di
atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan
ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling
mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan
kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah
menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami
istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, salah satu pihak sudah
tidak lagi berkeinginan hidup bersama lagi, maka pihak tersebut akan selalu
mencari-cari kesalahan pihak yang lain maka tujuan perkawinan akan sulit
diwujudkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya quod
est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39
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ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di
hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi
mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan
pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan
dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan
dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun keduanya dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi
rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (mitsagan
ghalizha) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan
sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
Tergugat suka meminum minuman keras dan kedua belah pihak sudah tidak
mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan
Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat pecah (broken marriage). Adapun keterangan dari orang terdekat
dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (vide: Pasal 22 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah
didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan
secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin
(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim
kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki
dalam kitab Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII
halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim, yang menyebutkan:

L Ay I 3L | reai gy ¢ gl e ¢, all ST 3lasl) 5o 2 280U 51,
(Pl A 3L w3 adde sloy 51060, 576N 1l dlall ade a3y oD
Wlses cunb, | all Ol e e 0l e Lilb dlyes s ol all cadl ol
Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi
petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal
tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan Agama). Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut

dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka
gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii dan pertimbangan-
pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti
Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga
keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak Mei tahun 2022, maka patut
disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk
bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai

adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan
atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
terhadap Penggugat berlaku iddah (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan
sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.  Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.1.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Lasifatul Launiyah,
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S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag
Perincian biaya

1. PNBP 'Rp 60.000,00

2 Proses ‘Rp 50.000,00

3. Panggilan 'Rp 550.000,00

4 Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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